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Menimbang :

Mengirgat

FRESIDEN
REPUBL!K INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 70 TAHUN 2002
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 7 Undang-undang Nomor 2

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,

dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian

Negara Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden;

—

(5]

. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indoneisa

Nomor  VII/MPR/2000 tentang  Peran Tentara  Nasional

Indonesia dan Peran Kepolisian Negary Republik Indonesia;

. Undang-unda'ng Nomor & Tahun 1—974 ientang  Pokok-pokok

Kepepawaian  (Lembaran Negara  Tahur 1974 Nomor 58
Tambahan Lembaran Nepara Nomor 3041) scebagaimana telah
Jiubuk dg-xi-gun Unlang undang  Nomor 43 Tahun 1999
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3890);

- Undang-undang Nom.r 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:



i

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG ORGANISASI DAN

TATA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK ‘
- INDONESIA. | ‘

BAB | .
KEDUDUKAN DAN TUGAS ‘
Pasal 1 ' )

Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat Polri merupakan

Kepolisian Nasional yang berada di bawah Presiden. ‘

Pasal 2 ' ‘

Polri adulsh alat negara yang bertugas memelihary keamanan dan
keterttban  masyarakat, mencyahhan huhum  serta membertkan

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepads masyvarakat.

BAB 11
SUSUNAN ORG ANISAS]

-Bagian Pertama ‘

Umum

] Pasal 3
(1) Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari ti'hgkat pusat

sampai ke kewilayahan,

(2) Organisasi ...



@)

3)

Organisasi  Polri Tingkat Pusat discbut  Markas  Besar

Kepolisian Negara Republik Indonesia, disingkat Mabes Polri.

Organisasi Polri Tingkat Kewilayahan disebut Kepolisian

Negara Republik Indonesia Daerah, disingkat Polda.

Bagian Kedua
Mabes Polri

Paragraf Pertama

Organisasi Mabes Polri

Pasal 4

Mabes Polri terdiri dari:

I a.

Unsur Pimpinan:
1} Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2) Wakil Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia.

Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf:
1) Inspektorat Pengawasan Umum;

2) Deputi  Kapolri Bidang  Perencanazan Umum dan

Pengem bangan; _

3) Deputi Kapolri Bidaﬁg Operasi;

= 4) Deputi ..,




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

4) Deputi Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia;

5) Deputi Xapolri Bidang Logistik;
6) Staf Ahli Kapolri.

Unsur Pelaksana Pendidikan dan/atay Pelaksana Staf Khusus:

1) Perguruan Tinggi llmu Kepolisian;

2) Sekelah Staf dan Pimpinan Kepolisian;
3) Akademi Kepolisian;

4) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan; |
5) Divisi Hubungan Masyarakat:

6) Divisi Pembinaan Hukum;

7) Divisi Pertanggungjawaban Profesi dan

Internal:

&) Divisi Telekomunikasi dan Informatika.

Unsur Pelaksana Utama Pusat:
i) RBadan Ir;telijcn kecamanan;
2) Badan Reserse Kriminai:

3) Badan Pembinaan Keamnanan:

3) Korps Brigade Mobil,

. Sawan Organisasi Penunjang lainnya.

Pengamanan

.

Paré-gra!'

K



(1)

2)

3)

(1)

PRESIDCN
REPUBLIK INDONESIA

Paragraf Kedua

Unsur Pimpinan

Pacal &

Kepala Kepolisian Neyara Republik  Indonesia disingkat

Kapolri adalah Pimpinza Polri yang terads. di bawah dar.

bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Kapolri bertugas:

a.

Menetapkan, menvelenggarakan dan mengendalikan

kebijakan teknis kepotisian, bagi seluruh pengemban

fungsi kepolisian;

Semimpin penyelenpgaraan kegutan operasional dan
pembinaan  hemampuan  Kepolistan Nepara 'chuhhk

tlonesia;

Melaksanakan gas lain yang dibebanhsn oleh peraturan

perundang-undangan.

Kapolri dalem pelaksazaan tug;‘un_\'a dibaitu oleh Wakil

Kapoiri disingkat Wakapolri.

Pasal 6

Wakapolri adalah pembanty utama Kapolri yang berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Kapolri.

R (2) Wakapolri ...




(2) Wakapolri bertugas:

a. Membantu Kapolri dalam melaksanakan tugasnya dengan

mengendalikan pelaksanaan twgas sehari-hari seluruh satuan
suaf Mabes Polri,

b. Memimpin Polri sesuai dengan tugasnya dalam hal Kapoln

berhalangan;

C. Melaksanakan tugas lain atas perintah  Kapolri sesua;

dengan ketentuan peraturan perundang umdangan,

Paragraf Ketiga
Unsur Pembantu Pimpinan dan/atay Pelaksana Staf

Pasal 7

(1) Inspektorat Pengawasan Umum disingkat Itwasumn adalah
unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf dalam bidang

pengawasan yang berada di bawah Kapolri,

(2) Itwasum Bértugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan
pengawasan dan pemeriksaan umum dan perbendaharaan
dalam lingkungan Polri termasuk satuan-satuan organsiasi non

struktural yang berada di bawah pengendalian Kapolri.

(3) Irwasum dipimpin oleh Inspektur Pengawasan Umum disingkat

Irwasum yang bertanggung jawab kepada Kapolri.

o (4) Irwasum ...



(4)
()

)

2)

3)

(1)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Irwasum dibantu oleh Wakil Irwasum disingkat Wairwasum.

Itwasum terdiri dari sebanyak—banyaknya 4 (empat) Inspektorat

yang disusun berdasarkan pendekatan kewilayahan.

Pasal 8

Deputi Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Pengembangan
disingkat Derenbang adalah unsur pembantu pimpinan dan
pelaksana staf dalam bidang perencanaan dan pengembangan

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri.

Derenbang bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan
fungéi perencanaan umum dan pengembangan, termasuk
pengembangan sistem organisasi dan manajemen serta

penelitian dan pengembangan dalam lingkungan Polri.

Derenbang membawahi sebanvak-banyaknya 5 (lima) Biro.

Pasa] 9

Deputt Kapolri Bidang Operasi disingkat Deops Kapolri adalah
unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf dalam bidang
manajemen operasional yang berada di bawah dan bertanggung

Jawab kepada Kapolri. -

(2j ﬁéops



(3)

(1)

. (2}

(3)

(1)

Deops  Kapolri  bertugas membanm Kapolri dalam
penyelenggaraan fungsi manajemen bidang operasional dalam
lingkungan Polri termasuk koordinasi dan kerjasama eksternal
serta pemberdayaan masyarakat dan_ unsur-unsur pembantu

Polri lainnya.

Deops Kapolri membawahi sebanyak-banyaknya 6 (enam) Biro

atau satuan organisasi setingkat.

Pasal 10

Deput: Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia disingkat De
SDM Xapolri adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana
staf “dalam bidang manajemen sumber daya manusia yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri.

De SDM Kapolri bertugas membantu Kapolri dalam
peniyelenggaraan fungsi manajemen bidang sumber daya
manusia termasuk upaya perawatan  dan peningkatan

kesejahteraan personel dalam lingkungan Polri.

De SDM Kapolri membawahi sebanyak-banyaknya 6 (enam)

Biro.

Pasal 11

Depati Kapolri Bidang L. gistik disingkat Delog Kafxﬂri adalah

unsur



12)
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(1)

(2)

(3)
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unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf dalam bidang
manajemen logistik yang berada di bawah dan bertanggung
Jawab kepada Kapolri.

Delog  Kapolri bertugas membanw Kapolri  dalam

penyelenggaraan fungsi manajemen.bidang logistik dalam

lingkungan Polri.

Delog Kapolri membawahi sebanyak-banyaknya 4 (empat)

Biro

Pasal 12

Staf Ahli Kapolri disingkat Sahli Kapolri adalah unsur
pembanm pimpinan yang berkaitan dengan keahlian tertentu

yarg berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri.

Sahli Kapolri bertugas memberikan telaghan mengcriéi masalah
tertentu. sesuai bidang keahliannya.

Sahl; E(a;;oln terdin dar sebanyak-bany aknmya 5 (lima) pejabat
Staf  Ahli yang ' bertanggung jawab kepada Kapolri dan

dikoordinasikan oleh salah seorang. Sahli.

Paragraf Keempat

Unsur Pelaksana Pendidikan dan/atau Pelakuzna Staf Khusus

(D

Pasal 13

Perguruan Tinggi Tirmu ‘Kepolisian disingkat PTIK adalah unsur

pelaksana ...



(3)

(1)

(5)

(1)
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pelaksana pendidikan dan staf khusus _\'ang berkenaan dengan
pcndidikan‘ tngg: dan pengembaagan il dan teknoloy,
kepulisian yang berada di bawah Kapolri

PTIK bertugas menselonggarakan peiaidinen unggt bidang
timu hepohisian bapr Kepentingan Polri dan unsur-unsur terkait
serty pengkajian  dan penelitian masalah-masalah vang
berkanan  dengan  fungsi  kepolisian  dalam rangka
pengembangan dan mendorong- penerapan ilmu dan teknologi

kepalisian..

PTIK dipimpin olet: Gubernur PTIK disinghat Gub PTIK vang

hertanggung juwab kepada Kapolri

Aetentuan sebagaimana dimaksud dalam avat o3 di atas
mencakup peranan Gub PTIK selahu Ketus Sekolsh Tingg
sesuai Ketentuan peratursn perundang-undangan dalam bidany

pendidikan nasional.

PTIK terdiri dart sebanyak-banysknya 4 (empat) Direktorat
dan sejuﬁﬂah pejuabat fungsional dalam biding pendidikan dan

penelitian.

Pasal 14

Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian disingkat Sespimpol
adalah unsur pelaksana pendidikan dan staf khusus yang
berkenaan dengan pengembangan manajeren Polri yang

berada di bawah Kapo?r_i_.

N

= T (2) Sespimpol




(2)

(3)

(4}

(h

(2)

(3)

(4)

(1)
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Sespimpol  bertuzas men)eicnygarakan pendidikan
pengembangan marajemen tingkat menengah dan tingkat
puncak termasuk pengkajian dan pengembangan kebijakan dun

strategi Polri.

Sespimpol dipimpin“ oleh Kepala Sespimpol disingkat
Kasespimpol yang bertanggung jawab kepada Kapolri.

Sespimpol terdiri dari sehanyak-banyaknya 2 (dua) Direktorat

dan sejumlah pejabat fungsional dalam bidang pendidikan.

Pasal 18

Ablademi Kepohsian disingkat Akpol adalah unsur pelaksana
pencidikan pembentukan Perwira Polri yang berada di bawazh
Kapolri.

Akpol bertugas menyelenggarakan pendidikan pembentukan

Perwira Polri vang bersumber dari masyarakal umum.

Akpol dipimpin oleh Gubernur Akpol disingkat Gubakpol yang

bertanggung jawab kepada Kapolri.

AXpol terdiri dari sebanyak-banyaknya 2 (dua) Direktorat.

Pasal 16

Lembaga Pendidikan dan Pelatihan disingkat Lemdiklat adalah

“~sur pelaksana pendidikan pernbentikan dan pengembangan

yang berada di bawah f{apolri.

. (2) Lemdikiat ...




e

(2)

(3)

()

(1)

(3

(h

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

w

- 12 .

Lemdiklat bertugas membina dan menyelenggarakan
pendidikan pembentukan dan pelatihan serta pendidikan
pengembangan teknis dan pengembangan umum tingkat

manajemen operasional dalam lingkungan Polri.

Lemdiklat dipimpin oleh Kepala Lemdiklat disingkat
Kalemdiklat yang bertanggung jawab kepada Kapolri.

Lemdiklat terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima)

Direktorat/Sekolah Perwira.

Pasal 17

Divisi Hubungan Masyarakat disingkat Div Humas adalah
unsur pelaksana staf Khusus bidang hubungan masyuarakat yanyg

berada di bawah Napolri

Dy Humas bertugas membina dun mevelenggarakan fungsi

hubungan masyuarakat da.am Lingkungan Polr:

Div Humas dipimpin oleh Kepala Div Humas, Jisingkut Kadiv

Humas, yang bértangguny jawab kepada Kapolri.

Kadiv. Humas dibanwu oleh Wakil Kadiv Humas, disingkat

Wakadiv Humas.

Pasal 18

Do Peminasn Hukuni, disingkat Div Binhum. adalsh unsur

= pelaksana



(2)

(3)

(4)

(h)

(2)

(3)

4)
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pelaksana staf khusus bidang pembinaan hukum yang berada di

bawah' Kapolri.

Div Binkum bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi

pembinaan hukum dalam Iingkungan Polri dan turut sera

dalam pembinaan hukum nasional.

Div Binkum dipimpin oleh Kepala Div Binkum, disingkat
Kadiv Binkum, yang bertanggung jawab kepada Kapolri.

Kadiv Binkum dibant oleh Wakil Kadiv Binkum, disingkat
Wakadiv Binkum,

Pasal 19

Divisi Pertanggung.awat an Profes. dan Pencamanan Internal
disingkat Div Propam, adalah unsur pelaksana staf khusus
bidung pertanggungjawaiun profest da:, pen.amanan interng.

vang berada di hawah Kapolri.

Div Propam bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi
Jun pcrtanggungj;iwahun profesi dan pengamanan internul
termasuk penegakan disiplin dan ketertiban dalam lingkungan
Polrt dan pelayansn pengaduan masyarakat tentang tindakan

anggota Polri.

Div Propam dipimpin oleh Kepala Iy Propam, divanghat

hadiv Propam, yang bertanggung jaw ah hepada Kapolr:
Div Propam terdiri dari sebany ak-banyaknya 3 (tiga) Pusat.

Y

= Pasal 20 ...




T

(1)

(3)

(4)

(1)
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Pasal 20

Divisi  Telekomunikasi dan Informatika.  disingkat  Dis
Telematika, adalsd un.ar peluh ana  sta' khusus biduny
lnl’nrmalika' yang mehputi infnrm.a.si Kriminal nasional,
mnformasi manajenen can telekomun.a asi vang berada
buwuh Kupnlri.' |

Div Telematika bertugas membina  dun menyelenggarakan
fungsi pembinaan dan pengembangan sistem informasi dan
teknologi informasi yang meliputi informasi kriminal dan
informasi manajerisl terinasuk Juringan telehomunikasi dalam

hngkungan Polr.

v Telematika dipimptn - oleh Kepala  Iiv o Telematika.
Jivmghat Kadiv Telemutihg, Mang bertanggang jawah hepada

Kapuolri.

Div Telematika terdiri dar sehanyak-banyaknya 3 (tiga) Pusat

Paragrafl ketima

Unsur.Pelaksana Utama Pusat

Pasal 21

Badan Intelijen Keamanan, disingkat Baintelkam, adalah unsur

pelaksana utama pusat bldang intelijen keamanan yang berada

di bawah Kapolri,

sy

- (2) Baintelkam ...



(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

3
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Baintelkam bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi
intehjen dalam bidang A amanan bagi Kepenungan pelaksanaar
tugas  operasional  dan  manajemen  Polri maupun  guna
mendukung  pelaksanaus, lugas-tugas  pemcrintahan  Jalun,
rangka mewujudkan keamanan dalam negeri.

Bamtelkam  dipimpin  oleh Kepala Baintelkam,. disingkat
Kabaintelkam, yang bertanggung jawab Kepada Kapolri.
Kabaintelkam dibantu oleh Wakil Kabaintelkam,  disingkar
Wakabaintelkam.

Bamielkam  terdinn  dari sebanyuk-banyahnva 6 renam,

Bire Direkiorat.

Pasal 22

Badan Reserse Kriminal, disingkat Bureskrum, adalah unsur
pelaksana utama pusat bidang reserse kriminul yang berada d,

bawah dan bertanggung Jawab kepada Kapolr

Bareskrim"'bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi
penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi
identifikasi dan fungsi laboratorium forensik, dalam rangka

penegakan hukum.

Bareskrim  dipimpin oleh Kepala Bareskrim, disingkat

Kabareskrim, yang bertanggung Jawab kepada Kapolri.-

—

ey

- ) (4) Kabareskrim ...




(4)

(3)

(h

. | (3

(4)
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Kabareskrim dibantu oleh Wakil Kabareskrim, disingkat

Wakabareskrim.

Bareskrim terdiri dari sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh)

Biro/Pusat/Direktorat.-

Pasal 23

Badan Pembinaan Keamanan, disingkat Babinkam. adalah
unsur pelaksana utama pusat bidang pembinaan keamanan yang

berada di bawah Kapoiri.

Babinkam bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi
pembinaan keamanan yang mencakup pemeliharaan dan upaya
peningkatan  kondisi keamanan dan  ketertiban masyarakat
dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri,

Bubimkam  dipimip.a . leh Repala Babihuam,  disingka:
Kababinkam, vang hertanggung jawab kepada Kapolri.
Kababinkam  dibanw oleh Wakil Napabinkam,  disingha
Wakahabinham. *

Babinkam  terdiri  dari sebanyak-banyaknya 6  (enam)

Biro/Direktorat.

Pasal 24

Korps Brigade Mobil, disingkat Karbrimoh, adatah  unsur
Pelabsana utama pusat bidang brigade mobil vang berads dy
bawah Kapolr. e S

12) Korbrimob .
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(2) Korbrimob bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan
keamanan khususnya yang berkenaan dengan penanganan
gangguan keamanan yang berintensitas tinggi, dalam rangka

penegakan keamanan dalam negeri,
(3) Korbrimob dipimpiqj oleh Kepala- Korbrimob; disingkat
Kakorbrimob, yang bertanggung jawab kepada Kapolri.

(4) Kakorbrimob dibantu oleh Wakil Kakorbrimob, disingkat
Wakakorbrimob.

Bagian Ketiga
Satuan Organnisasi Penunjang Lainnya
Pasal 25
Satuan Organisasi pentn ing Linnyva tertin dari:
a.  Schretunat “Narional Central Bureau” (NCB) Inerpol;
b.  Pusa Kedokteran Kepolisian dan Keschatan .ermasuk Rumut,
Sakir Pusat Polrn;

c.  Pusat Keuangan. °

Bagian Keempat

Polda
Pasal 26 -

(1 Pda adalab sazean pelsisanag utamug Ruewilay shan vang berad.

Jdi bawah Kapoln,

“n

(2) Polda .




2)

)

(4)

(3)

(1)

Polda bertugas menyelenggarakar tugas Polri pada tingkar
kewilayahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundanyg-

undangan yang beriaku.

Polda dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Daerah, disingkat Kapolda, yang bertanggung jawab

kepada Kapolri.
Kapolda dibantu oleh Wakil Kapolda, disingkat Wakapolda.

Susunan organisasi Polda dan satuan-satuan Kewilayahan di
bawahnya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing
wilayah dengan daerah hukum sesuaj dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 27

Unsur Pimpinan, Unsur Pembantu dén Pelaksana Staf, Unsur
Pelaksana Pendidikan dan/atau Pelaksana Staf Khusus, Unsur
Pelaksana Utama Pusat dan Satuan Organisasi Penunjang
lainnya serta Organisasi Polri Tingkat Kewilayahan dalam
melaksanakan tugésnya wajib melakukan koordinasi. integrasi
dan sinkronisasi baik dalam lingkungan sendiri maupun dalam

hubungan dengan instansi dan pihak lainnya.

(2) Setiap



(2) Setiap Pimpinan satuan organisasi Wajib mengawasi
bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan,
agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai
dengan ketentan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang  garis pengendalian  dan
pertanggungjawaban sehari-hari dalam pelaksanaan mgas

masing-masing pejabat diatur tersendiri dengan Keputusan

Kapolri.

BAB IV

ESELONISASI JABATAN,
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 28 -

(1) Wakapolri, Irwasum, Kabareskrim, Kababinkam,
Kabaintelkam, Derenbang, Deops, De SDM dan Delog adalah

jabatan esélon IA.

(2) Wairwasum, Gub  PTIK, Kasespimpol, Gubakpol.
Kalemdiklat, Kadivhumas, Kadivbinkum, Kadivpropam,
Kadivielematika, Wakabareskrim, Wakababinkam.  dan

Kakorbrimaob adalah,jabai—an esolon IB.

- (3) Sahli .



(3)

(4)

6 (5)

(6)

(7)

(2)

Sahli Kapolri adalsh jabatan eselon 1B dan datam hal diisi oleh
mantan pejabat dengan kepangkatan/esclon yang lebih tinggi

maka eselonnya mengikuti eselon jabatan sebelumnya.

Kapolda adalah jabatan esclon 11A setinggi-tingginya eselon
IB.

Kepungkatan pejabat sehagaimana dimaksud dJalam avat iy,
ahal 0 2) avat (odan gvast o4y adalah sehagaimana tercantum

dalum Lamptran Keputusan Presiden

Penentuan  kepanghatan dan eselon Jubatun  masing-masing
Kapolda ditetapkan dengan Keputusan Kapolri vang didasarkan
atas pertimbangan beban tugas pada masing-masing daerah.

Struktur Jabatan dengan esclonisusi yang lebih rendah dun
yany dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan avyat (4)

ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 29

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada jabatan dan
kepangkatan PATI bintang dua ke atas atau yang termasuk
dalam lingkup jabatan eselon 1A dan IB ditetapkan dengan

Keputusan Kapolri setelah dikonsultasikan dengan Presiden.

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada jabatan dan
kepangkatan bintang satu ke bawah, termasuk jabatan
fungsional bintang dua ke bawah ditetapkan oleh Kapolri.

—-—
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(3) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat dalam lingkungan

Polri dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 30
Segala pembiayaan yang diperlukan  bagi pelaksanaan lugas
organisasi Polri dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara.

BAB VI

KETENTUAN LAIN

Pasal 31

(1) Kapolri diberikan hak-hak keuangan/administratif termasuk
fasilitas  lain yang setingkat/disetarakan dengan Menteri

Negara.

(2) Organisasi dan tata kerja serta eselonisasi jabatan selain yang
dimaksud dalam keputusan inj ditetapkan oleh Kapolri setelah

berkonsultasi dengan Menteri yang bertanggung jawab dalam

bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB VII ...

o,
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BAB vII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Seluruh ketentuan peraturan pelaksanaan tentang organisasi dalam
lingkungan Polri dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dan/atau  velurn  diubah dengan keputusan baru

berdasarkan Kepurusan Presiden ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunva  Keputusan  Presiden ini, mzkz2 Keputusan
Presiden Nomor 54 Tahun 2001 lentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir deagan Neputusan Presiden Nomor 97 Tahun
2001 dinyatakan ridak berlaku.

Pasal 34 ...
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Pasal 34

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tangpal ditetapkan,

Diietapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Okiober 2002
PRESIDEN REPUBLIX INDONESIA,

tid

MEGAWATI SOEKARNGPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Xabine:
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?crﬁ:)ciang undangan,
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

YEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOCR  : 70 TAHUN 3003
TANGGAL : 10 OXTORER 2802

SUSUNAN JABATAM, KEPAN_GE{ATAN DAN ESELGN

A. TINGKAT PUSAT (MABES POLRY)

UNSUR FPIMPINAN q
1. Kapolri Paii Biﬁt&ng -4 -
2. Wakapoiri Pati Bintanp - 3 1A
k

UNSUR PEMBANTU PIMPINAN
DAN PELAXSANA STAF

3. Irwasum Pati Bintang - 3 IA
4, Wairwasum ' Pall Bintang - 2 I3
5. Derenbang Napolri . \ Paii Bintang - 2 IA
6. Deops Kapir Dati Bintang - 2 1A
7. De SDM ¥apolsi Pati Bintanyg ~ 2 A i
g. Delog Kapolri . | Paii Bintang - 2 1A
9. Sahli Kapolri . | Pati Bintang ~ 2 1B
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UNSUR PELAKSANA PENDIDIKAN DAN/

ATAU PELAKSANA STAF KHYUSUS
10. Gub PTEK Pati Bintang - 2 IB
1. Kasespimpcl Pati Bintang - 2 iB
12, Gubakpol Pati Bintang - 2 IB
13. Kalemdiklat Pati Bintang - 2 IB
[4. Kadivhumas Pati Eimang -2 I3
15. Kadivbinkum Paii Bintang - 2 I8
16. Kadivpropzm Pati Bintang - 2 B
17. Kadivielematika Pati Bintang - 2 | IB

UNSUR PELAXSANA UTAMA PUSAT ' |
s Kabaintelkam Pati Bintang - 2 IA
19, Kabareskrim Pati Bintang ~ 3 [A
20. Wakabareskrim Paii Bintng - 2 1B
21 Kababinkam Paii Bintang - 3 IA
2z Wakababinkam Pati Bintung - 2 I3
25. Kakorbrimob Pay Eintang - IB

3420 Wascme
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B. TINGKAT KEWILAYALAN

Pati Bintang - 21

IB/HIA

-

Salinan sesuai dengan aslinya

~ Deputi Sekretaris Kabinet
-~ 77 Bidang Hukum dan
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PRESIDEN REPUEBLIK INDONESIA,

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
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